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g Cempaka Lingkar Barat Kota Bengkulu

Hp atau memperbanyak sebagian maupun keseluruhan
dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

sebagian atau seluruh bagian dari buku ini harus
sumbernya,

an : Pasal 112 den 113 Undang-undang No. 28 Tahun
¢ Hak Cipta




" Sejarah berdirinya Komisi Informasi dilandas oleh amanah UUD
'.ZCWFmbubmyl “Setiap orang berhak untuk
MWWWWM
ean sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,
_mmolah.danmmwthnwdm
7 ngala]aixulummm Maka berdasarkan hal
kemudian dilahirkanlah Undang-undang khusus tentang
caan Informasi Publik yakni UU No 14 Tahun 2008 tentang
mﬁwmnpubhkymgbmmmm
cat Indonesia schingga bisa turut serta memberikan sumbang saran

mmehmmjmlmdlhurpmmhhmymg
ubagallembmpubhkkmmgmmylbambﬂdm
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(M)mmjmﬁlﬁk(mmdm).
iski mmhmikmhmmmpuﬂia
l d&hhpmpﬁlh(mﬁuk&yﬁm)uﬂ

i-provinsi di wilayah Pulau Jawa, Provinsi-provinsi di
Kalimantan, Provinsi-provinsi di wilayah Pulau Sulawesi
insi-provinsi di wilayah Papua. Hal ini merupkan suatu
m bmbdkdmhrmnimyihwmgmymgmdah
ma ini.
Jeapan terima kasih kami sampaikan kepada :
sernur Bengkulu, DR.drh.H. Rohidin Mersyah, MMA atas
agan, naschat, arahan serta motivasinya sehingga Komisi
emasi Provinsi Bengkulu dapat menjalankan amanah pengabdian
ws dan seluruh anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang telah
mEnSUPpC pmgnm—pmml(onﬁsi-lnformsi?mvinsiBmgkulu
clalt kebijakan anggaran, sehingga banyak membantu dalam proses
sanaan kegiatan yang telah direncanakan.
Komisi Informasi Pusat atas dukungan serta
_ schingga dapat menjalankan tugas scbagaimana amanah
:r Komisi Informasi Provinsi seluruh Indonesia atas




X literasi di Provinsi Bengkulu, terutama para peserta
dorch instansi Pemerintah (OPD) dan pihak swasta serta para
yang turut berkontribusi dalam upaya mensukseskan kegiatan
aan Informasi dalam Era 4.0” ini.

para Komisioner, Tenaga Ahli dan seluruh Staf Komisi
saling menguatkan dalam menjalankan aktifitas kelembagaan

harapan kita sckalian bahwa kegiatan yang sudah
ini semoga menjadi awal yang baik untuk bisa lebih
dalam menciptakan karya-karya produktif lainnya di kemudian
menyadari masih banyak evaluasi dan pembenahan yang harus
dilakukan, schingga Komisi Informasi Provinsi Bengkulu
dapat terilabat secara aktif dalam mendukung Pemerintah

kulu dalam mewujudkan pembangunan yang berkemajuan di

wal hidayyah
cum Warahmatullahi wabarakatuh...

Bengkulu, April 2019
Komisi Informasi Provinsi Bengkulu

Drs. MURDAN LAIR, SH
KETUA
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& ammmmevmmh
an sehat. ;

ghyanyembmhi,kﬂerblhaninfotmsipubﬁklebih
yarakat luas.

seluruh Bangsa Indonesia demi terciptanya tata kelola
Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih.

Jakarta, April 2019
KOMISI INFORMASI
REPUBLIK INDONESIA
KETUA

GEDENARAYANA,MSi




KATA PENGANTAR
GUBERNUR BENGKULU

7 I’MWM
l,hhpﬂdlAlhhSWT karena atas ridho-Nyalah kita
2 = diberi kesempatan serta kekuatan schingga mampu
makan amanah pengabdian sekaligus menjalankan aktifitas sehari-
(eheb untuk memperoleh informasi (freedom of Information)
ummmmmbamdmmm
2l 19 The United Nation’s Universal Declaration of Human
an : “Everyone has the right to freedom of opinion and
om. this right includes the right to hold opinions without
- e and 10 seek, receive and impart information and ideas through
e and regardless of frontiers.” (Setiap orang berhak atas
emiliki pendapat tanpa gangguan, untuk mencari, menerima
= mfonmndanbuahptkmnmehlmmdnnpnmn
= ﬂ—mmdngbahﬂvnlayuh)”
zhimn, Undang-undang ~ Nomor 14  Tahun 2008
erbukaan Informasi Publik menjadi dasar terbentuknya Komisi
. Semangat dibentuknya Komisi Informasi sebagai lembaga
. “mkmﬂmwgpelﬁnnmkwmmfomdlhm
e aan negara yang transparan serta meningkatkan peran aktif
wsyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan
£ ,-glnik Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk
x masyarakat schingga bisa turut serta memberikan sumbang
hlh lembaga-lembaga negara dalam proses pelaksanaan
muara dari tujuan terscbut untuk mensejahterahkan dan
ix




masyarakat. Semangat dari undang-undang ini tentu harus
sikani secara bijaksana, bahwa sesungguhnya keterbukaan yang
sebagai social control bagi pemerintah.
serbentuknya Komisi Informasi di Provinsi Bengkulu pada
badanbadan publik sudah banyak yang melakukan
: u-l-emldnmmhnmmdenmp:h&
L Ha -umhndumnh:wdmmsymmmyl
"“‘ mnaghﬂupadakhwmygbahmdnmmohm
hmmmehnkmmf«nu
halayak yang membutuhkannya, walaupun tidak untuk
formasi yang memang dikecualikan.
n&hhhnolehl(olmlnfomm Provinsi Bengkulu
= 1 UU Keterbukaan Informasi sekaligus sebagai
h;uh ‘masyarakat dengan melaksanakan kegiatan
mymhtdlnkunudmmempubhknsukmnyadalam
pﬁhfm,hmmnhmhudukungmmahlmal :
4 &mdxmmmhuutdﬂmghpldenmbubngu
l—hfuml'rovmsehmhw:hymmmudm
i Informasi Pusat, ini menunjukkan betapa baiknya
Wymgmdahdlhmgunolehl(onnsllnfomm
ghulu selama ini.
A “mmyaymgbnkmwbml’emmnmhl’mvm
l’ ,ﬂhqxesiuikhmdanberhmpkedepunyaakm
o menciptak berbagai kegiatan produktif lainnya. Semoga Komisi
Provinsi Bengkulu senantiasa dapat terlibat sccara aktif
Pemerintah  dalam  mewujudkan pembangunan  yang
di Provinsi Bengkulu.
wal hidayyah
um Warahmatullahi wabarakatuh...

Bengkulu, April 2019
GUBERNUR,

Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, M.MA.
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'AKUNTABILITAS DAN TRASPARANSI
- PENGGUNAAN DANA DESA DALAM
YELE' RAAN PEMERINTAHAN DESA

- Oleh. Ledyawati

A , Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
‘ ﬂdmh,disambutposiﬁfsemuapihakdwm
ek prakiek sentralistik yang pada satu sisi dianggap
- ungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Otonomi
intahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

¢ desentralisasi memberikan penyadaran tentang pentingnya
C Mhymgbeﬂumpadapemberdaympomnsi

Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih
an otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Kemandirian
si dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling
Dm.Pemerinthesadiyukinilebihmampumelihat
masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten. Oleh
sen masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi
"" dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
her dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada
B yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah
e 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana
s dalokasikan secara berkeadilan berdasarkan: Alokasi dasar,
g yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka
s hnswﬂayah,danﬁngkatkesulimngeograﬁsdesaseﬁap

331

——




‘Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya
= '&nnelhdnngldanmembexdayahndeaw

yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan

gunan dan pemberdayaan menjadi tujuan utamanya
Peran pemerintah desa menjadi kunci bagaimana

dana tersebut dengan semestinya, untuk
dan pemberdayaan. Maka dari itu, pemerintah desa
pada tugas pokok dan fungsinya schagai peminpin

pembangunan desa secara partisipatif dan

g lain sesuai dengan peraturan perundang

5 desa dalam upaya mewujudkan tugas pokok dan
sebagai pemimpin desa dalam upaya meningkatkan
masyarakat desa. Maka perlu memberikan transparansi

:mua aktivitas pembangunan di desa. Sehingga partisipasi
tidak bertanya-tanya tentang program-program

di desa. Masyarakat desa dapat terlibat langsung dan
;hlmnbmkaupmeskonlmlterhadapsemakegmmn
& Dengan fungsi kontrol ini diharapkan dapat meminimalisasi




mg didapat dari berita satu.com, Deputi bidang
KPK. Pahala Nainggolan pada bulan Maret 2017
qﬂmﬁﬂldmdumpﬂyclewm

. 7‘- untuk memperoleh informasi tentang dana desa

@ hak publik bagi mereka dan diatur dengan peraturan

rakan setiap dua minggu sekali misalnya. Informasi
hqnihn dalam bentuk laporan singkat kepada

» pada saat kegiatan-kegiatan umum ataupun kegiatan -




\eh informasi

tentang penyclengearast
tikan ketentuan

diatur bahwa dalam

perkewajiban unuk
akuntabel,

bebas darl

(@) hunf (©
Desa




pada pasal 27 huruf (d) diatur bahwa dalam menjalankan
mugas, kewenangan, dan kewajiban Kepala Desa wajib
: dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan
han secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir
anggaran.

sal 68 ayat (1) huruf (a) dinyatakan bahwa masyarakat

berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah

serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

n pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,
ayaan masyarakat desa.

pada pasal yang mengatur tentang keterbukaan informasi
pasal 86 ayat (1) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa desa
mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa
dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
informasi tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat
oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

Transparansi Dana Desa : 1. Dapat meningkatkan
an, kemauan, inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam
gunan Desa. 2. Masyarakat dapat dengan mudah mengawasi
pembangunan Desa yang telah direncanakan bersama yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP
3. Kepercayaan masyarakat akan meningkat jika pemerintah
secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas dan
yang pada akhirnya memperkuat dukungan masyarakat
pemerintah. 4. Menjadi sarana sosialisasi program dana
dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
kat desa yang dibiayai melalui APBDes.




»un sayangnya, masih banyak masyarakat desa yang tidak peduli
moan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa dalam
semerintahan di desa. Sikap masa bodoh dan tidak mau tahu ini
Lemungkinan disebabkan oleh tingkat pemahaman dan pengetahuan
‘mesyarakat desa yang masih kurang. Sehingga mereka tidak peduli
gengan program-program pembangunan yang ada. Selain itu bisa
~wza disebabkan oleh ketidaktersediaan waktu bagi masyarakat desa
ek berpartisipasi  dalam pembangunan di desanya karena
mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani.
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